
GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN GUBER~HJ~ JA_WA BARAT 

NOMOR 4 TAHUN 201 6 

TENTANG 

KEBIJAKAN PENGAWASAN 
-

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR J AWA BARAT, 

ba h wa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan 
dan Pen gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta 
menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 
20 15 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian 
Da la m Negeri da n Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 
20 16, p erlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang 
Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Ba rat 
Tahun 2016-20 17; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi J awa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tan ggal 4 
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembara n Nega ra Republik 
Indon esia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jaka r ta Sebagai Ibukota Negara Kesaluan Republik 
Indonesia (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tamba h an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 10); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negar a Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

SALINAN 
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4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 . Unda n g-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peruba h a n Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7 . Peraturan Pemerinta h Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pen gelolaa n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8 . Peratura n Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lem bara n Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 10 tentan g Tata Cara 
dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serla Kcdudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerinta h di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 20 11 ten tang Peru bah an atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 10 ten tang Tata Cara 
dan Pelaksanaan Tugas dan Wewen ang ser ta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai \Vakil Pemerintah cti Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembamn Negara Republik Indon esia 
Nomor 5209); 
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13. Pera tura n Presiden Nomor 55 Tahun 20 12 tcntang Stra tegi 
Na sion a l Pen cegah an dan Pemberantasan Korupsi J a n gka 
Panjang Tahun 2 01 2-2025 dan Jangka Menengah Tahun 201 2-
2014 (Lembar a n Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
122); 

14. Per a turan Presiden Nomor 29 Tahun 201 4 lentang Sistem 
Akunta bilitas Kinerja Instan s i Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

15. Pera tura n Menteri Da lam Neger i Nomor 25 Tahun 2007 ten tan g 
Pedoma n Pena n gan an Pen gaduan Masyarakat di Lingkungan 
Departemen Da lam Negeri dan Pcmerintahan Daerah; 

16 . Peratura n Men teri Pendayagunaan Aparatur Negara d an 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedom an 
Ken dali Mu tu Au dit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 

17. Peratura n Menteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2010 ten tang 
Pedoman Fun gsi Pen gawasan Dewan Penvakila n Rakyat Daera h 
terha da p Tindak Lanju t Hasil Pem eriksaan Badan Pemeriksa 
Keu a n gan; 

18 . Pera tura n Men teri Da lam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
ten tan g Pen gelolaan Keuanga n Desa (Berita Negara Republik 
Indon esia Tahun 2 014 Nomor 2093); 

19. Peratu ran Menteri Da lam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tenta ng 
Kebijakan Pen gawasan d i Lin gkungan Kementerian Da la m 
Negeri dan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah Tahun 20 16; 

20. Pera tura n Menteri Pendayagunaan Aparatu r Negara da n 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 ten lan g Road Map 
Reformasi Birokrasi Tahun 2015-20 19; 

2 1. Peratura n Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara da n 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 20 15 lentang Pedom a n 
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akunlabililas Kinerja 
Ins ta n si Pemerintah ; 

22 . Pera tura n Daera h Provinsi J awa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tenta n g Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi J awa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Ta m bah a n Lem baran Daerah Provin si Jawa Barat Nomor 46); 

23 . Peratura n Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 
ten tan g Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera h 
Provins i J a wa Ba rat Ta hu n 20 13 -2018 (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Ta h un 201 3 Nomor 25 Seri E, Tambahan 
Lemba ra n Negara Republik Indonesia Nomor 160); 

24. Peratura n Gubernur Jawa Ba rat Nomor 108 Tahun 2009 
ten tan g Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuan gan Daerah 
Provins i J awa Ba r a t (Berita Daerah Provinsi Jawa Ba ra t Ta h un 
2009 Nomor 108 Seri E) sebagaimana telah diu ba h beberapa 
ka li , terakh ir den gan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 
77 Tahun 201 3 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Gubernur J awa Barat Nomor 108 Tahun 2009 lentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keu a ngan Daerah Provinsi Jawa 
Bara t (Berita Daera h Provinsi J awa Barat Tahun 2013 Nom or 
77 Seri E) ; 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-
2017. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagia n Kesatu 

Definis i 

Pa s al 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini , yang dimaksud clengan: 
1. Daera h Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2 . Pem erintah Daerah Provinsi ada lah Gubernur sebagai unsur 

penyelen ggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm 
pelaksanaan urusan pemerintaha n yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur J awa Barat. 
4. Daerah Kabupaten jKota adala h Daerah Kabupaten j Kota eli 

J awa Barat. 
5. Perangkat Daerah adala h Perangkat Daerah el i lingkungan 

Pemerintah Daera h. 
6 . Inspektorat Provinsi adala h Inspcktorat Provin s i Javva Barat . 
7 . In spektur adalah Inspektur Provins i Jawa Barat. 
8. Inspektora t Kabupaten /Kota ada lah Inspektora t eli lingkungan 

Pemerinta h Daerah Kabupaten/Kota. 
9 . Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas 

pengawasan dala m pela ksanaan pengawasa n eli lingkungan 
Pemerintah Provins i pada tahun bersangkutan dan bersifat 
strategis . 

10. Pen gawasan Intern adalah aclalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pcm a n tauan, clan kegiatan pengawasan 
la in terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka memberikan keyakinan yan g memaclai bah\:va 
kegiatan tela h dilaksana kan sesuai dengan tolok ukur yang 
t elah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
pimpina n da lam mewujudkan tala kclolajkepem erintahan yan g 
ba ik. 

11. Audit a dalah proses iden tifikasi masalah, a n alisis, dan evaluasi 
yang dilakuka n secara indepenclen, obyekti[, dan profesional 
berdasarkan standar audit, untuk menilai keben a ran, 
kecerma tan, kredibili tas, efektivitas, efis iensi, dan keandalan 
informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukli suatu kegiatan 
untuk m emastikan bahwa kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketcntu a n, standar, rencana, atau 
norma yan g telah ditetapkan . 

13 . Evaluasi ada la h rangkaia n kegiatan mcmbandingkan 
hasil/prestasi suatu kegiatan clengan standar, rencana, atau 
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor 
yan g mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 
kegiatan da la m mencapai tujuan. 
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14. Pem antau a n atau m onitoring adalah proses pen ilaian 
kemajuan suatu programjkegiatan clalam mencapai tujuan 
yang tela h ditetapkan. 

15. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh 
m anajem en da n / a tau pihak lain untuk mengelola risiko da n 
m emberika n m asukan yan g dapat meningkatkan kemungkinan 
bahwa tujua n dan sasaran akan d icapai. 

16. Auditor a da lah Pegawai Negeri Sipil yang m empunyai jabatan 
fungsional auditor dan/ a tau pihak lain yang diberi tugas, 
wewen a n g, ta n ggung jawa b dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwen ang m elaksanakan pengavvasan pada instansi 
pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern 
Pemerinta h. 

17. Pejabat Pen gawas Urusan Pemerintahan Daerah yang 
sela njutnya disingkat P2UPD aclalah jabatan fungsional yang 
diduduki oleh Pega wai Negeri Sipil, yang m cmpunyai ruan g 
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewcnang untuk 
m elaku kan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis 
urusan pemerintahan di daerah, di luar pen gawasan keuangan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 

18 . Rencana Pemba ngunan J angka Menengah yang selanjutnya 
d is ingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yan g 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah 
untuk periode 5 (lima ) tahun. 

19 . Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sclanjutnya 
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah 
yan g merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

20 . Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah dokumen perencanaan dan penganggara n yang beris i 
program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah . 

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adala h kepala satuan kerj a pengelola keuangan daer ah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
ber tindak sebagai bendahara umu m daerah. 

22. Anggaran Pen dapatan dan Bela nja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Bela nja 
Daerah Provinsi J awa Barat. 

Bagian Kcclua 

Tujuan 

Pasal 2 

Tujua n da ri kebijakan pengawasan adalah: 
a. mewujudkan h asil pengawasan yang m endukung 

ter selenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan sesuai rencana, berdasa rkan ketentuan 
peraturan perunclang-undangan; 

b . mewujudkan hasil pen gawasa n yang dapat m emberikan 
masukan (feedback) terh aclap penyusunan rencana kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi clan clokumen rencana 
pemba nguna n lainnya; 

c . mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat 
Provinsi dan Inspektorat KabupatenjKota; da n 

d. koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan. 
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Pasal 3 

Kebijakan Pengawasan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 
m erupakan ura ian kegiatan yang menjadi arahan dalam 
mela ksanakan pengawasan atas pcnyelenggaraan pemerinta h an 
daerah yang dilakukan oleh Inspeklorat Provins i da n Inspektorat 
Kabupaten/ Kota. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pa sal 4 

Ruang lingkup wilayah pengawasan Inspektorat Provinsi, meliputi 
Pem erintah Daera h Provinsi, cla n Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota. 

Pasal 5 

Ruang lingkup pen gawasan, melipuli: 
a . pelaksanaan pembinaan clan pen gawasan alas perencanaan 

APBD; 
b. pen gawasan terh adap pelaksanaan urusan pemerintahan d i 

Daera h Provinsi yan g bers ifat wajib dan p ilihan; 
c. pengawasan terhadap pelaksana an dekonsen trasi dan tugas 

pembantuan; 
d. pengawasan pelaksan aan seluru h kegiatan yang didanai APBD, 

term a suk kelompok belanja tidak langsu ng jenis bantua n 
keua n gan, hibah, dan bantuan sosia l; 

e. pelaksanaan pengawasan yang lain sesum fungsi dan 
kewenangannya;dan 

f. pelaksan aan pembinaan atas pcnyelen ggaraan pemerintahan 
daerah sesuai fungsi dan kewen angannya. 

Pasal 6 

Pembinaan dan Pengawasan ya ng clilaksanakan Lerhadap 
Pemerinta h Daerah Provinsi, terd iri atas : 
a. Reviu atas Rencana Kerja cla n Anggaran Perangka t Daerah clan 

Ren cana Kerj a dan Anggara n PPKD; 
b. pem eriksaan reguler dilakukan secara berkelanjutan, meliputi: 

1. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang 
dilaksan akan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan 
atau tugas pokok dan fungsi; 

2. pengelolaan Pegawai Daerah; 
3 . pen gelolaan Keuangan Daerah; 
4. pen gelolaan Barang Daerah; cla n 
5. p elayan a n publik. 

c . p elaksanaan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi; 
d . evaluas i Sistem Akuntabilitas Kinerja Pem erin lah Peran gka t 

Daerah, m elipu ti aspek perencanaan, pengukuran kinerja, 
pelaporan k inerja, evaluasi kinerj a, dan capaian kinerj <.l; 

e. reviu atas La poran Keuangan Dacrah Provinsi b crbasis akrual, 
meliputi lapora n realisasi anggaran , laporan perubahan saldo 
a n ggara n lebih, laporan opera sion a l, laporan perubahan 
ekuitas, n eraca, laporan a rus ka s, dan catatan atas la poran 
keua n gan; 
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f. p em eriksaan atas pengaduan m asyarakat atau audit 
investigatif; 

g. p elaksan aan pemeriksaan bersama terkait p enyelenggaraan 
dekonsentrasi da n tugas pembantuan dari Kementerian serta 
Lembaga Pem erintah Non Kementerian yang ditugaskan atau 
dilimpahkan kepada Daerah Provinsi; 

h . p elaksanaan evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah 
Pencegahan dan Pemberantasan Korups i; 

1. monitoring implementasi penguatan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah; 

J. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokras i; 
k. pen gawasan lainnya (audit on call), meliputi pengawalan, 

pendampingan, asistensi, da n fa silitasi program dan kegiatan 
mela lui peran Unit Layana n Konsultasi; dan 

1. pemantauan pelaksanaan tinda k lanjut h asil pengawasan 
aparat pengawas intern pemerintah dan h asil pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 7 

Pengawasan yan g dilaksanakan tcrhadap Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, meliputi: 
a. pem eriksaan pengelolaan ban tuan keuangan Pemerinta h 

Daerah Provinsi kepada Pem erinta h Daerah Kabu paten/Kota; 

b. pem eriksaan pengelolaan dana hibah dan bantua n sosial 
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemer[ntah Daerah 
KabupatenjKota; 

c . evaluasi Laporan Kinerja In s tansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 

d. evaluasi penyelenggaraan pemerin tahan Daerah 
Kabupaten /Kota; 

e. sosia lisasi dan monitoring pelaksanaan Ren cana Aksi Daerah 
Pencegah a n dan Pemberantasan Korupsi; 

f. pembinaan dan p engawasan terha dap pemberia n dan 
penyaluran Dana Desa, Alokasi Da na Dcsa, dan Ba gi hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah dari Da crah Kabupaten/Kota kepada 
Desa; dan 

g. pendampingan dan pembinaan pc ngelolaan k cuangan dan aset 
daerah pada daera h oton o mi baru 

Pasal 8 

Uraian Kebijakan Pen gawasan sebagaimana d imak sud dalam 
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, da n Pasal 7 tercantum dalam Lampiran, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 9 

(1) Inspektorat Provinsi melaksana ka n pen gmva san melalui 
kegiatan auditjpemeriksaan, reviu, evaluasi, m onitoring, dan 
pendampingan. 
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(2) Pelaksanaan pengawasan s ebaga imana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada s tanda r audit, 
dan berperilaku sesuai norma dan kode etik. 

(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), te rdiri atas Auditor 
dan P2 UPD. 

(4) Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib 
mengkomunikasikan pelaksanaan pen ga was an se bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur dan menyampaikan 
hasil pelaksanaan pengawasan kepacla Inspektur, Perangkat 
Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten j Kota yang 
diperiksa. 

Pasa l 10 

Inspektur melaksanakan superv1s1, pem antauan berkelanjutan, 
dan penilaian terhadap kinerja Tim. 

BABIV 

PELAPORAN 

Pasal 1 1 

Hasil pengawasan dilaporka n Inspektur kepada Gubernur, untuk 
disampaikan lebih lanjut kepada Pemerintah Pusat, sesua1 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 

BAB V 

PENGENDALIAN 

Pasal 12 

(1) Kepala Perangkat Daerah \vajib menindaklanju ti hasil 
pengawasan . 

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
d ilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) h ari kalender 
setelah tanggal diterimanya lapora n hasil pen gmvasan . 

(3) Jika terjadi kesalahan yang menimbulkan keru gian keuangan 
negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara 
paling lama 10 (sepuluh) h a ri kerja terhitung sejak 
diputuskan dan diterbitkannya laporan hasil pengmvasan. 

(4) Dalam h a l Perangkat Daerah tidak dapat menyelcsaika n tindak 
lanjut h asil pengawasan terkait keu angan dalam jangka waktu 
60 (enam puluh) hari ka lender sebagaiman a dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2), Inspektur menyampaika n status tindak 
lanjut kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi. 

BAB VI 

KOORDINASI 

Pasa l 13 

(1) Inspektorat Provinsi melaksanaka n koordinasi pengawasan di 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu 
sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi, dan 
terin tegrasi. 
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(2) Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota 
terkait rencana pelaksanaan pengawasan. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Pengawasan 
Tahunan Inspektorat Provinsi Tahun 2016 ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 13 Januari 2016 

JAWA BARAT 

Diundangkan di Bandung 
pad a tanggal 13 Januari 201 6 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E 

        Ditetapkan di Bandung 
        pada tanggal 13 Januari 2016  

GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

     AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2016 

       SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

ttd 

IWA KARNIWA 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E. 

   DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
  Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM 

Dr.Ir.H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc. 
      Pembina Utama Muda 

  NIP. 19670421 199203 1 013 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

1. I REVIU RENCANA KERJA DAN 
ANGGARAN PERANGKAT DAERAH 
DAN PPKD 
Tujuan: 
Penin.gkatan kualitas perencanaan 
penganggaran. dan menjamin 
kepatuhan terhadap kaidah-kaidah 
penganggaran 
Dasar Hukum: 
a. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 
s~bagaimana telah diubah 
bcberapa kali, teralmir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2 015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

b. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 ten tan.g Pen gelolaan 
Keu angan Dacrah; 

c . Peraturar1 Menteri Dalam Negeri 
Nomor 52 Tahun 2015 tentan.g 

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
NOM OR : 4 TAHUN 2016 
TANGGAL : 13 JANUARI 2016 
TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 
2016-2017. 

URAIAN KEBIJAKAN PENGA WASAN 

RUANG LINGKUP 

Pelal<sanaan pengawasan 
atas perencanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

Penilaian terbatas terhadap 
kean.dalan dan kesesuaian 
RKA Perangkat Daerah dan 
RKA PPKD dengan kaidah
kaidah yang berlalm, 
meliputi: 
a . Informasi dalam RKPD 

sesuai dengan RPJMD; 
b . Informasi dalam Renja 

Perangk a t Daerah sesuai 
dengan RKPD; 

c. Informasi dalam KUA 
dan PPAS sesuai dengan 
RKPD; 

d. In formasi dalam RKA
Perangkat Daerah dan 
RKA-PPlill s esuai 
dcngan PPAS dan Renja 
Perangka t Daeral1; dan 

e . Kesesuaian RKA dengan 

KELUARAN /HASIL 

Pemberian 
rekomendasi 
penyusunan 

koreksi dan 
terhadap 

RKA 
Perangkat Dacrah dan RKA 
PPKD 

OBJEK / AUDITEE 

Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Barat 
dan Pejabat 
Pengelola Keuangan 
Daerah 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2016. 

2. I PEMERIKSAAN 
REGULERIKINERJA DAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH PADA PEMERINTAH 
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

Tujuan: 
Menjamin penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang efektif 
dan efisien serta bertanggungjawab 
sesuai keten tuan peraturan 

1 

perundang-undangan. 
Dasar Hukum: 
a . Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 20 14 ten tang 
Pemerintah an Daerah 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20 14 tentang 
Pemerintal'lan Daeral1; 

b . Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem 
Pen gendalian Intern Pemerintal'l. 

3 . I REVIU LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 
Tuj u an: 

RUANG LINGKUP 

a. Pengawasan 
p elaksanaan 
p emerintahan 
Daerah; 

terhadap 
urusan 

di 

b . terhadap Pengawasan 
pelal<:sanaan 
dekon sentrasi dan tugas 
pembantuan . 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

Standar Belanja Daerah 
dan ketentuan 
persyaratan teknis 
pendukung keciatan. 

KELUARAN I HASIL OBJEK I AUDITEE 

koreksi dan Pemeriksaan 
aspek: 

terhadap I Pemberian 
rekomendasi terhadap I Perangkat Daerah 

a. 

b. 

c . 

d . 

e . 

2 

p elal<:sanaan tug as 
pokok dan fungsi; 
p engelolaan Pegawai 
Daeral1; 
pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
pengelolaan Barang 
Daeral1; dan 
pelayanan publik. 

penyelenggaraan 
pemerintahan yang belum 
efektif dan efisien serta 
belum sesuai dengan 
ke ten tuan p eraturan 
perundang-undangan 

Provinsi Jawa Barat 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 
RUANG LINGKUP 

Untuk memberikan keyakinan Pelakscu1aan pembinacu1 
terbatas bahwa Laporan Keuangan atas penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah disusun pemerintahan daerah 
berdasarkcu1 Sistem Pengendalian sesuai fungsi d an 
Intern ycu1g memadai dan disajikan kewenangannya. 
sesuai den gan Standar Akuntansi 
Pemerintah. 
Dasar Hukum: 
a . Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 ten tang Standar 
Akun tan si Pemerin tahcu1; 

c. Peraturcu1 Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tal1un 2008 tentcu1g 
Pedoman Pelal<scu'1aaJ.'1 Reviu 
Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daeral1; 

d . Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2013 tentcu1g 
Penerapcu1 Stcu1dar Akuntansi 
Pemerintal1cu1 Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah; 

e . Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 36 Tahun 20 14 tentang 
Kebijal<an Akuntansi Berbasis 
Akrual di Lingkungan 

I I Pemerintah Provinsi J awa Barat. 
4 . REVIU DAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

Penilaian terba tas terhadap Ia . 
k eandalcu1 dan kesesuaicu1 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daeral1 dengan 
Standar Akuntansi 

KELUARAN I HASIL 

Pemberian koreksi dan 
rekomendasi terhadap 
penyusuncu1 la poran 
keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi 

Pemerintah Laporan, yang 1 Pemerintah; 
meliputi: 
a. Laporan Realisasi 

Anggaran; 
b. Neraca; 
c . Laporan Arus Kas; 
d. Catatan atas Laporan 

Keuangan 
e. Laporcu1 Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih; 
f. Laporan Operasional; 
g. Laporan Perubahcu1 

Ekuitas. 

3 

b. Pemyataan telah direviu 
dan ditandatangani 
Inspektur. 

OBJEK I AUDITEE 

Satuan Kerja 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
dan Perangkat 
Daerah. 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Tujuan: 
a . Memperoleh informasi 

Implemen tasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah; 

ten tang 
Sistem 

Instansi 

b . Menila.i akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah; 

c . Memberikan saran perba.ikan 
untuk peningkatan kinerja dan 
penguatan a.kuntabilitas instansi 
p em erintah; 

d. Memonitor tinda.klanjut 
rekomendasi b asil evaluasi 
p eriode sebelumnya. 

Dasar Hukum : 
a . Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentcu1g Sistem 
Akunta.bilitas Kinerja InstaJ.l.Si 
Pemerintah; 

b . Peraturcul. Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 
29 Tahun 2010 tenta.ng Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerj a 
Dan Pelaporan Aku ntabilitas 
Kinerj a Insta.nsi Pemerintah; 

c . Peraturan Menteri 
PendayagLu1aan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 
12 Tall..un 20 15 tentang Pedomcul. 
Evalua si Atas Implementasi 
Sistem Akuntabilita s Kinerj a 
Instansi Pemerintah. 

RUANG LINGKUP 

Pelaksanaan p embinaan 
atas penyelenggaraan 
pemerintahcul.. daerall.. 
sesua.i fungsi dan 
kewenangannya. 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

Reviu dan evaluasi terhadap 
Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Sistem 
Akuntabilitas Kinerj a 
Instansi Pemerintah, yang 
m eliputi: 
a. Perencanaan Kinerja; 
b. Pengukuran Kinerja; 
c. Pelaporan Kinerja; 
d. Evaluasi Kinerja; 
e . Capa.ian Kinerja. 
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KELUARAN /HASIL 

a . Pemberian koreksi dan 
rekomendasi terhadap 
penyusunan Laporan 
Akuntabilita.s Kinerja 
Instansi Pemerintah 
Da.erah Provinsi J awa 
Barat; 

b. Pernyataan telah direviu 
bagi Laporan 
Aku ntabilitas Kinerj a 
Instansi Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Bar a t 

c . Penila.icul.. terh adap 
Laporan Akuntabilitas 
Kinerj a Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa 
Bara.t dan Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota . 

OBJ EK / AUDITEE 

a. Pem erin tah 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

b . Perangkat 
Daerah Provinsi 
Jawa Bara.t; 

c . Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
(sesua.i 
pelimpahan dari 
Kementerian PAN 
dan Reformasi 
Birokrasi). 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

5 . IEVALUASIPENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA 
Tujuan: 
1. Untuk menilai tingkat 

kemampuan Pemerintah Daerah 
dalam menyelenggarakan 
Otonomi Daerah antara satu 
daerah dengan daerah lainnya 
secara regional dan n asional; 

2 . Untuk mendorong dan 
meningkatkan kapasitas 
pemerintahan Daerah dalam 
Penyelen ggaraan Otonomi 
Daerah; 

3. Sebagai bahan pemerintah 
dalam melalmkan pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daeral1; 

4. Meningkatkan pencapru.an 
kinerja pada Instansi Pemerintah 
serta kualitas laporan dari target 
kinerja yru.1g telal1 dicapai pada 
Instru.1si Pemerintal1. 

Dasar Hukum: 
a . Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daeral1.; 

b . Peralurru.1 Pemerintal1 Nomor 3 
Tal1.un 2007 tentang Laporan 

RUANG LINGKUP 

Pengawasan 
pelal{sanaan 
pemerintahan 
yru.1g bersifat 
pilihan 

terhadap 
urusan 

di Daerah 
wajib dan 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

Evaluasi terhadap Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
bersifat wajib dan pilihan, 
m ateri evalu asi meliputi: 
a . Kesesuaian dengan 

Tupoksi/Kewenangan; 
b. Penyusunan Indikator 

Kinerj a Kunci (IKK); 
c. Kesesuaian dengan 

Sistematika Pelaporru.1; 
d . Pencapaian Pelal{SaJ.1aaJ.1 

Program/ Kegiatan. 

5 

KELUARAN /HASIL OBJEK / AUDITEE 

Penilairu.1 dan 
p emeringkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
Pemerintah 
Kabupatenjkota 

u sulan I Pemerintah Daerah 
terhadap Kabupaten/Kota 

pada 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Penyelenggaraan Pemerintahan 
Derah; 

c . Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 73 Tahun 2008 tentang 
Evaluasi Kinerj a 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

d. Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor SE 12012 136 
IOTDA Tanggal 9 Oktober 2008, 
tentang Penyempurnaan IKK 
Pada Lampiran Petunjuk Teknis 
Pengisian Suplemen LPPD Dalam 
Rangka EKPPD. 

6. I PEMERIKSAAN BANTU AN 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI KE KABUPATENIKOTA 
Tujuan: 
Untuk m enilai manfaat kebijal{an 
dan pelal{sanaan programlkegiatan 
telah dilal{sanakan sesuai 
kelentuan dan. prinsip Ekonomis, 
Efektif, dan Efisien. 
Dasar Hukum: 
a . Peraturan. Pemerintah Nomor 79 

Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahru1. 
Daerah; 

b. Pcraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan 

RUANG LINGKUP 

Pengawasan pelal{sanaan 
seluruh kegiatan yang 
didanai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

Pemeriksaan terhadap 
program strategislunggulru1. 
pemerintah daerah: 
a . Mekanisme perencanaan; 
b. Organisasi pengelolaru1.; 
c. Penatausal1.aru1. keuangan; 
d. Pelal{sanaru1. 

programlkegiatan dan 
pengadaru1. Barangl Jasa; 

e . Pencapaian tujuan 
programlkegiatan dan 
m anfaatnya. 
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KELUARANIHASIL 

Pemberian koreksi dan 
rekomendasi terhadap 
penyelenggaraan bantuan 
keuangar1 yang belum 
sesuai dengru1. ketenturu1. 
peraturru1. perundang
undangru1. 

OBJEK I AUDITEE 

Perangkat Daerah 
Pengelolal 
Pelal{sana Kegiatan 
Bantuan Keuangan 
di Daerah 
Kabu paten I Kota 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberia11 Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Ber sumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan. 
Belanja Daerah; 

c . Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Da.Iam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

d. Pera turan Gubernur J awa Bara t 
Nomor 82 Ta.I1.un 2014 tentang 
Tata Cara Penganggaran, 
Pclal<sanaan dan 
Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan 
Pclaporan ser ta Monitoring clan 
Evuluasi Belanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial yang 
bersumber clari Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah 
sebagaimana telal1. cliubah 
clengan Peraturan Gubernur 
Ja,\·a Barat Nomor 95 Tal1.un 
2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 82 Tahun 2014 lenla.ng 
Tala Cara Penganggaran, 
Pelal<sanaan clan 

RUANG LINGKUP 
FOKUS PELAKSANAAN 

TUG AS 

8 

KELUARAN /HASIL OBJEK / AUDITEE 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

8 . I PROGRAM RENCANA AKSI 
DAERAH PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD
PPK) PEMERINTAH DAERAH 
Tujuan : 
Menurunkan tingkat korupsi serta 
mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera dan bebas dari korupsi . 
Dasar Hukum: 
a . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2006 tenlan.g Pengesahan United 
Nations Convention Against 
Con-uption, 2003 (Kom·ensi 
Pcrserikatrm Bangsa-Bangsa Anti 
Korupsi, 2003); 

b. Pcraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2012 tcntang Strategi 
Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan. Korupsi Jangka 
Panjung Tahun 2012-2025 Dan 
Jangka Menengah Tahun 20 12-
2014 . 

. 9. PENANGANAl': PENGAOUAN 

RUANG LINGKUP 

Pelal{sanaan pem binaan 
atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
sesuai fungsi dan 
kewenangannya. 

L 
MASY ARAI0\ T 

_ ___ Tujuan : P('laksanaan enaawasan 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

a. Penyusunan aksi 
pencegahan dan 
pemberantasan korupsi 
pemerintahan daerah 

b . Pelal{sanaan al{si PPK 
pcmerintahan daeral1 

c. Pelaporan aksi PPK 
pemerintahan daerah 

d. Verifikasi klaim pelaporan 
aks i PPK Pcmerintal1an 
Daerah secara berjenjang 
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KELUARAN I HASIL OBJEK I AUDITEE 

a. Laporan hasil hasil a . Tim RAD-PPK 
monev dengan format B- Provinsi 
03, B-06, B-09, B-12 ke b.Tim RAD-PPK 
UKP 4 melalui sistem KabupateniKota 
monitoring (Bappeda) 

b . Rekomendasi perbaikan 
kebijal{an terkait dengan 
RAD PPK 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Untuk mendapatkan kebenaran 
informasi mengen ai pen gaduan 
masyarakat. 
Dasar: 
a . Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 20 14 ten tang 
Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah 
b eberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 
Tai1.un 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah; 

b. Peraturan Pemerintai1. Nomor 79 
Tahun 2005 Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan 
Penyelcnggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

c . Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pen an ganan Pengaduan 
Masyaralmt di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan 
Pcmcrintal1. Daerah; 

d. Peraturan Menteri 
Pcndayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 
05IM .PANI0312008 tentang 
Standar Audit APIP. 

lQl DESI\. AKUNTABILITASIUNIT 

RUANG LINGKUP 

yang lain sesuai fungsi dan 
kewenangannya 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

masyaral{at terhadap: 
a . Pen yalahgunaan 

Wewenang; 
b. Hambatan dalam 

pelayanan publik; 
c. Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; dan 
d. Pelan ggaran disiplin 

pegawru. 

10 

KELUARAN I HASIL 

kasus pengaduan 
masyarakat 
Hasil: meminimalisasi 
penyimpangan dan 
pelanggaran yang 
dilakukan oleh aparatur 
sipil, serta mendukung 
upaya pencegahan korupsi 

OBJEK I AUDITEE 

Pegawai Perangkat 
Daerah Provinsi dan 
Kabu p aten I Kota 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

LAYANAN KONSULTASI 
Tujuan: 
Pemberian pelayanan konsultasil 
pendampingan bagi Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat, 
Pemerintah Daerah 
KabupateniKota dan Lembaga 
lainnya. 
Dasar Hukum: 
Peraturan Daerah 
Barat Nomor 25 

Provinsi Jawa 
Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2013-2018 

11. I MONITORING IMPLEMENTASI SPIP 
Tujuan: 
Mewujudka n pelaksanaan sistem 
yang dapat memberi k eyakinan 
m ema dai bahwa penyelen ggaraan 
kcgiatan pa da suatu instansi 

RUANG LINGKUP 

Pelal{sanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan 
pemerin tahan daerah 
sesuai fungsi dan 
kewenangannya. 

a . Pela ksanaan 

p..::rncrimah uapat mencapai 1 b . 

pengawasan yang lain 
sesuai fungsi dan 
kewen an gannya 
Pdaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
sesu ai fungsi dan. 
kewenangannya. 

tujuannya secara efisien dan efektif, 
mclaporkan pengelolaan keuangan 
negara secara andal, m engamankan 
a set, dan m endorong ketaatan 
terhadap peraturan perundang
undangan. 
Dasar Hukum: 
a . Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 ten tan g Sistem 
Pengendalian Intern Pem crimah; 

b . Peraturan Gubernur Nomor 10 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

a. Perencanaan Anggaran 
b . Pelal{sanaan Program I 

Kegiatan 
c . Pengadaan. BarangiJasa 

a . Sosialisasi Peraturan 
Gubernur tentang 
Pedoman SPIP 

b . Pembentukan Tim Satgas 
SPIP OPD 

c . Pemetaan SPIP OPD 
d . Evaluasi dan Monitoring 

SPIP 
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KELUARAN I HASIL 

Kajianl analisis dan 
pemberian alternatif solusi 
terhadap permasalahan 
yang dikonsultasikan 

Laporan pemetaan dan 
hasil evalua si monitoring 
implementasi SPIP 

OBJEK I A UDITEE 

a . Perangkat 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 

b. Perangkat 
Daerah 
Kabupateni Kota 

c. Lembaga lainnya 

Perangkat Daerah 
Provinsi J awa Bar at 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Tahun 20 11 
Penyelenggaraan 
Pengendalian Intern 
di Lingkungan 
Provinsi Jawa Bara t. 

ten tang 
Sis tern 

Pemerintah 
Pemerintah 

RUANG LINGKUP 
FOKUS PELAKSANAAN 

TUG AS 

12. I PENILAIAN MANDIRI 
PELAKSANAAN REFORMASI 
BIROKRASI (PMPRB) PROVINSI 
JAWA BARAT 
Tujuan: 

Sosialisasi PMPRB Upaya berkelanjutan secara Pelal{sanaan pembinaan I a . 
bertahap terhadap ? erubahan atas penyelenggaraan b . Bimbingan Teknis PMPRB 
Birokrasi, yru~g profeswnal dan pemerintahru1 daerah 
berintegritas tmgg1, yang m~pu sesuai fungsi dan 
menyelenggarakan pelayanru? pnma kewenangannya. 
dan manajemen pemenntahru1 
demokratis dalam rangk a 
mewujudkan ta ta pemerintahru1 
yang baik. 
Dasar Hukurn : 
a . Pcraturan Prcsiden Nomor 81 

Tal1un 20 10 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 20 10-
2025; 

b . Pcraturan Men teri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 
1 Tahun 20 12 tentang Pedoman 
Penila ian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi; 

c . Penilaian Mru1diri secara 
online 

d . Evaluasi dan Monitoring 
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KELUARAN / HASIL 

Laporru1 evaluasi dru1 
monitoring PMPRB secara 
online dan pelaporan 
pelaksanaan PMPRB 

OBJEK / A UDITEE 

Perangkat Daeral1 
Provinsi Jawa Barat 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 
31 Tahun 2012 ten tang Petunjuk 
Teknis Penilaian Mandiri 
Pelaksan.aan Reformasi Birokrasi 
Secara Online; 

d. Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 
11 Tahun 2015 ten tang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2015 -
2019; 

e . SE Menteri Negara PAN RB 
Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Manual Penerapan Pedoman 
Penilaian Mandiri Pelal<:sanaan 
Reformasi Birokrasi; 

f. Surat Sekretaris Daerah Provinsi 
Ja\\·a Barat Nomor 611406210rg 
Tanggal29 Agustus 2013. 

RUANG LINGKUP 

13 . I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
TERHADAP PEMBERIAN DAN 
PENY.\LURAN DANA DESA 
Tujuan : 

Upaya berkelanjutan secara Pelal<sanaan pembinaan 
bcrtahap tcrhadap perubahan atas penyelenggaraan 
Birokrasi, yang profesional dan pemerintal1an daeral1 
bcrintcgritas tinggi, yang mampu scsuai fungsi dan 
menyelenggaral<an pelayanan prima kewenangannya. 
dan manajcmen pemerintahan 
demokratis dalam rangka 
nW\\Ujudl,an Lata pemerintahan 
yang baik. 

FOKUS PELAKSANAAN 
TUG AS 

a . Melakukan pembinaan 
terhadap Inspektorat 
Kabu paten I Kota terkait 
pengawasan pclaksanaan 
Dana Desa 

b. Monitoring dan eYaluasi 
terhadap pemberian dan 
penyaluran dana desa 
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KELUARAN I HASIL OBJEK I AUDITEE 

Laporan basil kegiatan Pemerintah Daerah 
pembinaan dan laporan KabupateniKota 
hasil monitoring yang menerima 
pcnyaluran dru1a dcsa dana desa 



NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Dasar Hukum: 
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

20 14 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 7); 

b. Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2 014 tentang 
Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2 015 tentang Perubahan Kedu a 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 tahun 2014 ten tang 
De sa; 

RUANG LINGKUP 
FOKUS PELAKSANAAN 

TUG AS 
KELUARAN IHASIL OBJEK I AUDITEE 

d . Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 13 Tahun 2014 tentang 
Pengclolaan Keuangan Desa. 

------------r-------------------------+--------------------------~--------------------------+------------------~ 
14. I TINDAl\: LANJUT HASIL 

PEME RIKSAAN 
Tujuan: 
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pcmeriksaan sesuai rekomendasi , 
sebagai bal1an perbaikan 
m~majemen (feed back) 

Da~ar Hukum: 
a. Peraturan Pemerintal1 Nomor 79 

Pclaksanaa n pcmbinaan 
atas pen yelenggaraan 
pemerintahan daeral1 
scsuru fungsi clan 
kewenru1gann ya. 

a . TLHP Regulcr Inspektorat Penyclesaian Tindal.;: Lanjut a. Perangkat 
b. TLHP Itjen Kementerian Hasil Pemeriksaan sesuai Daerah Provinsi 

Dalam Negeri rekomendasi b. Pem erintal1 
c. TLRHP BPK-RI Daeral1 

d. TLHP APIP lainnya Kabu paten I Kota 
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NO 
JENIS, TUJUAN, DAN DASAR 

HUKUM 

Daerah; 
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman 
Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

c . Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman 
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Terhadap Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

RUANG LINGKUP 
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FOKUSPELAKSANAAN 
TUG AS KELUARAN /HASIL OBJEK / AUDITEE 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

     AHMAD HERYAWAN 




